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KATA PENGANTAR

uku berjudul Komunikasi dan Gerakan Perubahan: Kemajemukan Dalam
B Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik mencoba untuk mengingatkan perjalanan
komunikasi di Indonesia masa sebelum reformasi politik tahun 1998. Wajah
komunikasi di negara yang menjunjung tinggi kemajemukan, lalu lintas pesan didominasi
oleh pergulatan masyarakat dalam mencari, memperoleh dan menggunakan informasi

yang selalu bersentuhan dengan pemerintah beserta organ kekuasaannya.

Kalaupun muncul pengakuan, bahwa komunikasi dalam bingkai kekuasaan negara
mampu membangun keselarasan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja hal yang wajar.
Karena memang tidak muncul gejolak berarti dalam menyikapi aliran pesan linier dengan
segala keperkasaannya yang represif. Bermuara pula pada betapa langkanya perlawanan
terhadap isi pesan yang dikelola pemilik otoritas informasi. Pemberitaan media juga
tanpa hiruk pikuk mengeksplorasi perbedaan pendapat. Semua poros komunikasi yang
ada di masyarakat, harus sejalan dengan piramida organisasi kekuasaan dalam perspektif
integralistik.

Tidak dapat dinafikan, hak komunikasi dalam struktur kekuasaan negara, analog
dengan upaya menutup rapat, bahkan membungkam lalu lintas bicara maupun hak
menyampaikan pendapat berbeda. Dalam jerat aliran pesan tunggal yang dijejali variasi
kliseepigonkekuasaan, rakyatpunwajibberadaptasidenganjargonkeserasian, keselarasan
dan keseimbangan yang kerap muncul dalam retorika elite. Tetapi sesungguhnya, bukan
berarti rakyat tidak memiliki kehendak menyuarakan perbedaan, sebab semangat itu
tetap melekat, walaupun berisiko jika muncul di permukaan. Ketidakberdayaan dalam
komunikasi jelas tidak dapat dilepaskan dari belantara regulasi, yang kurang memberikan
ruang berbeda pendapat sekecil apapun menyangkut kebijakan negara.

Kendati demikian tidak bisa diabaikan, ada upaya elite di tubuh kekuasaan negara
beserta organ-organ politiknya yang berusaha membangun kemajemukan, meskipun
terbatas pada penampang luar komunikasi publik yang sangat politis. Kondisi ini tidak
menjadikan rakyat merasa puas terhadap hak komunikasi yang dimiliki. Semakin lama
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muncul kejenuhan, dan kerinduan untuk berubah menuju komunikasi yang lebih bebas.
Dan kesempatan untuk berubah itu, akhirnya muncul juga sejalan dengan perkembangan
teknologi komunikasi dan transportasi. Hak komunikasi yang teramat sempit dalam
belenggu harmoni integralistik, menjadi hak komunikasi yang luas didukung semangat
perubahan.

Memang tidak serta merta menciptakan kebebasan dalam pola interaksi dan
komunikasi, mengingat elite dalam kekuasaan negara yang berlindung dibalik belantara
peraturan masih tetap mengatur dan mengendalikan lalu lintas informasi di masyarakat.
Dengan kata lain, ada perubahan dalam komunikasi, tetapi pola komunikasi antara
pemilik kekuasaan dan rakyat yang tidak seimbang masih mewarnai kehidupan sosial,
ekonomi dan politik. Interaksi antara elite dan rakyat pada umumnya, tetap menyisakan
jarak kekuasaan yang dilembagakan demi untuk memperoleh keistimewaan peran
dihadapan khalayak.

Dalam perjalanannya, komunikasi datar yang diwarnai oleh peran berbagai institusi
pengendali pesan, dan media massa yang lebih mirip kepanjangan tangan pemilik
kekuasaan, semakin menghadapi tantangan karena ketidakmampuan menghentikan
kehendak rakyat yang ingin berubah. Beragam sumber informasi di luar ordinat negara
tumbuh subur karena dukungan teknologi komunikasi. Kepentingan pemilik modal yang
berfokus pada pengembangan usaha juga mendorong tuntutan perubahan perilaku
masyarakat maupun elite dalam kekuasaan negara.

Budaya material perusahaan yang berkembang pesat membawa nilai perubahan,
berjalan seiring dengan geliat politik kekuasaan pemegang otoritas di tubuh pemerintah.
Keeratan hubungan pemilik modal dengan elite politik dan birokrasi dalam kekuasaan
negara menghasilkan pesan perubahan yang diproduksi secara massal untuk
mempengaruhi rakyat agar mengikuti program-program pembangunan pemerintah
yang didalamnya menyangkut kepentingan pemilik modal. Persoalannya, mengarahkan
masyarakat yang mempunyai aneka perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan bukan perkara
mudah. Dalam konteks kemajemukan etnik yang memiliki konstelasi sosial, ekonomi dan
politik berbeda bukan hal yang gampang menanamkan kepercayaan terhadap perubahan.
Sebab semua akan bermuara pada tuntutan perubahan yang memberikan keuntungan
material sebagai ukuran kesejahteraan. Pada sisi lain, yang seringkali diabaikan akibat
mengedepankan keuntungan material adalah perubahan yang menghilangkan nilai sosial
budaya masyarakat sebagai rujukan baku dalam kehidupan sehari-hari.

Kepedulian untuk mempertahankan karakteristik yang terikat oleh aspek sosial
budaya disatu pihak, dan kehendak memperoleh keuntungan dipihak lain, selalu muncul
bersamaan. Karena itu bukan mustahil terjadi benturan antara proses pencapaian
modernisasi melawan warna tradisional yang menitikberatkan pelembagaan nilai sosial
kultural. Karena itu, betapa rumitnya jika suatu kawasan desa tradisional yang didominasi

iv



Kata Pengantar

kehidupan agraris mengalami perubahan cepat akibat tumbuhnya pabrik - pabrik sebagai
simbol industrialisasi yang dibangun pemilik modal.

Kawasan yang mengalami pertumbuhan fisik pesat dengan kehadiran pabrik,
tentu saja menjadi magnit bagi orang yang ingin mencari penghidupan lebih baik.
Berbagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain
berkumpul dalam satu kawasan dengan tujuan sama untuk hidup lebih sejahtera.
Namun keanekaragaman yang menimbulkan kompleksitas interaksi dan komunikasi,
ternyata tidak menimbulkan konflik antar kelompok. Tidak ada perlawanan sengit
terhadap simbol industrialisasi yang menjurus kepada keberingasan massa. Kalaupun
ada konflik di masyarakat, dan protes terhadap keberadaan pabrik, tentu dalam skala
kecil, tidak berkelanjutan dan dengan cepat pudar karena kekuatan birokrasi negara
dalam mengendalikan situasi. Pada konteks inilah klaim pemerintah yang berkuasa selalu
muncul dalam retorika klise, perlunya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan
seimbang dalam koridor stabilitas nasional.

Menyimak buku ini, tidak berlebihan jika berharap muncul interaksi dan komunikasi
yang erat antar kelompok berbeda nilai, sikap dan kepercayaan di masyarakat. Namun
harus dalam perspektif lebih demokratis yang memberikan hak komunikasi seimbang.
Dengan demikian bukan penafsiran sepihak demi kepentingan elite dalam lingkup
kekuatan politik pemerintah berkuasa. Kerinduan tanpa gejolak di masyarakat, tentu
dapat dimaklumi, sebab kondisi pasca reformasi politik tahun 1998, media massa maupun
media alternatif setiap saat menyuguhkan aneka pertikaian, konflik, keberingasan massa,
dalam belenggu perilaku sub-nasional, komunalisme, sektarianisme dan sejumlah
tindakan yang bermuara pada semangat melembagakan perbedaan. (Artikel seputar
konflik antar kelompok dapat dibaca di lampiran buku ini)

Dalam dinamika komunikasi sebagai perjalanan sejarah bangsa, dari era yang
terbungkam sampai menuju kebebasan berbicara, adalah pelajaran berharga yang harus
dijaga dan dipahami. Demokratisasi komunikasi dengan tuntutan kebebasan untuk
mencapai Kesejahteraan merata tanpa diferensiasi sosial politik harus berakar pada
penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bagaimanapun juga ini pilihan terbaik yang
mampu membangun masyarakat informasi Indonesia berkeadilan.

Buku ini merupakan potret Indonesia sebagai kawasan majemuk yang berjalan
damai. Tetapi disisi lain, kebhinekaan, keanekaragaman dan pluralisme pada masa
sebelum reformasi politik tumbuh menjadi jargon klise dalam bingkai Suku, Agama,
Ras dan Antargolongan (SARA) yang dinilai membahayakan integrasi nasional. Lebih
parah lagi, perilaku otoritarian pengendalian informasi menjadikan rakyat tidak mampu
menyuarakan perbedaan meskipun dirugikan oleh berbagai entitas kekuatan negara.
Buku ini juga mengupas dinamika kepemimpinan dari sudut pandang kelompok etnik
berbeda, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada mereka yang sedang
mempelajari kemajemukan komunikasi yang diwarnai oleh kepentingan kelompok.
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Mengingat buku ini hasil penelitian ilmiah tahun 1995, maka menggunakan
referensi pada kisaran tahun tersebut. Didalamnya memuat konsep, teori dan paradigma
terkait dengan pengertian ilmu komunikasi yang paling sederhana sebagai proses
penyampaian pesan sampai pada makna konotatif yang memiliki penafsiran kompleks
di lingkungan masyarakat majemuk. Kendati demikian, unsur aplikasi komunikasi tetap
dikedepankan, agar tidak terlepas dari ilmu komunikasi yang berada pada satu titik
persimpangan berbagai ilmu pengetahuan. Dari penerapan ilmu komunikasi ini, dapat
diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi faktual di kawasan multi etnik yang
mengalami perubahanan pada masa pemerintahan sebelum reformasi politik tahun
1998 di Indonesia. Nilai positif dalam hubungan antar kelompok yang beretika, dapat
dipakai sebagai referensi membangun kemajemukan untuk masa sekarang dan masa
yang akan datang. Sedangkan segala hal yang bernilai negatif dan berpotensi mengganggu
kemajemukan harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi
kebhinekaan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.
Dr. Harsono Suwardi, MA, Drs. Eduard Lukman, MA dan semua pihak di Program Pascasarjana
Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang memberikan masukan, pengarahan, dan selalu
membuka ruang diskusi dalam penyelesaian penelitian yang memiliki sensitivitas terhadap “rasa
aman” dan tingkat penolakan tinggi ketika menggali informasi di masyarakat. Terima kasih juga
kepada Prof.Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Tarumanagara
Jakarta tempat penulis saat ini bekerja. Tentu saja saya juga berterima kasih kepada istri, Maya
Ratnawati, anak-anak: Dekky. B.Wicaksono, SE., MM, Dennis A. Satrio, SE, dan Deffri I.
Adiyanto. Dengan harapan melalui komunikasi terus belajar beradaptasi dengan dinamika
perubahan yang positif. Kepada semua pihak yang mendukung penelitian ini termasuk partner
diskusi di lokasi penelitian yang terdiri dari beragam profesi saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita
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BAB KOMUNIKASI DALAM
1 KEANEKARAGAMAN ETNIK

A. Pemimpin Sebagai Sumber Informasi

Komunikasi merupakan upaya membangun kesamaan makna yang mampu mendorong
berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang
lebih baik. Dengan terbukanya akses komunikasi yang didukung fasilitas transportasi,
maka perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi semakin mudah
dilakukan. Kawasan yang semula homogen dari segi etnik, menjadi heterogen yang terdiri
dari bermacam-macam kelompok etnik dalam satu wilayah. Keanekaragaman kelompok
etnik, selain mencerminkan kemajemukan sosial ekonomi dan politik yang bermakna
positif dalam bingkai kebhinekaan, juga berpotensi menimbulkan permasalahan
krusial yang mengancam ketenteraman masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan seorang
pemimpin yang dapat mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan mampu mengelola
kemajemukan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara substantif Stogdill (1974: 215), mengemukakan, bahwa kepemimpinan
merupakan hubungan antar manusia, yang terjadi pada situasi dan terarah melalui proses
komunikasi tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan Rogers dan
Svenning (1989:223) menyebutkan, “kepemimpinan merupakan kemampuan bertindak
dan berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan jalan yang
diinginkan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. Berdasarkan dua pendapat
tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan suatu kemampuan
berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Dalam perspektif sosial dan kesejarahan, pendapat lain yang lebih menitikberatkan
kepada interaksi antara pemimpin dan pengikut adalah Sartono Kartodirjo (1986:vi)
yang mengungkapkan bahwa “ kepemimpinan dalam ilmu sosial tidak dapat diterangkan
terlepas dari kolektivitas sosial dimana pemimpin bertindak”. Dalam kolektivitas sosial
terjadi proses interaksi antara pemimpin dan pengikut yang berpijak kepada, pertama
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Komunikasi & Gerakan Perubahan

dengan kekuasaannya pemimpin mempengaruhi pengikut, sedangkan yang kedua,
pemimpin berupaya untuk mengarahkan tindakannya menuju pada tujuan kolektif atau
mempolakan kelakuan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.

Pada konteks ini, kepemimpinan bukan semata-mata mampu mengkomunikasi
tujuan yang hendak dicapai bersama, tetapi juga harus berpijak kepada nilai, norma dan
karakteristik lingkungan disekelilingnya. Secara substantif, menghasilkan kepemimpian
yang tidak tercabut dari akarnya dan tetap berpihak kepada pengikut sebagai khalayak
yang mempercayai adalah kepemimpinan yang dikehendaki masyarakat.

Interaksi yang timbul antara pemimpin dengan yang dipimpin (pengikut)
berhubungan erat dengan aspek komunikasi antar manusia, sebagaimana ditegaskan
oleh oleh Bowers dan Bradac (Communication Yearbook 5, 1982:2) yang menyatakan
bahwa, “komunikasi adalah tingkah laku individu dan merupakan hubungan antara
berbagai tingkah laku dari pribadi-pribadi yang berinteraksi”. Pendapat yang senada
dikemukakan oleh Littlejohn (1992:3), bahwa komunikasi adalah sesuatu yang berarti
dan penting, serta merupakan kumpulan dari bermacam-macam perilaku, kemampuan
berkomunikasi dengan baik itulah yang membedakan manusia dan binatang.

Kemampuan berkomunikasi adalah sesuatu yang semestinya dimiliki oleh pemimpin,
karena pemimpin mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkomunikasi dengan
pengikutnya, sehingga pola komunikasi yang dipakai pemimpin sering menjadi sorotan
yang menarik oleh masyarakat (Terry,1958:38). Hubungan antara kepemimpinan dengan
komunikasi dinyatakan oleh Astrid S.Susanto (1977:81), komunikasi yang oleh banyak
ahli didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu amanat disampaikan oleh seseorang
(komunikator) kepada pihak lain (komunikan) sangat dipengaruhi oleh sikap atau pola
kepemimpinan, disamping itu kepemimpinan juga berpengaruh terhadap intensitas
komunikasi antar manusia dalam berbabagi kelompok yang ada di masyarakat.

Namun pemimpin di lingkungan masyarakat desa, sebagai basis kekuatan negara
dalam menegakkan kebhinekaan bernegara, tidak bisa disamakan dengan pola
kepemimpinan dalam institusi formal, yang hanya menetapkan aspek keuntungan dalam
perspektif tujuan organisasi. Kekuasan politik dan ekonomi yang sarat dengan beragam
ketentuan, seringkali tidak menghiraukan fleksibilitas komunikasi maupun interaksi antar
manusia. Karena itu, mengingat hubungan antara pemimpin dan pengikut di lingkungan
pedesaan tidak selalu merujuk pada aspek legal formal, maka masyarakat desa juga patuh
terhadap kepemimpinan informal yang dipercaya sebagai sumber informasi bermanfaat
bagi mereka.

Menurut Soerjono Soekanto (1981:179) kepemimpin formal atau formal leadership,
adalah kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan yang dalam pelaksanaannya
berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga dengan
demikian daya cakupnya terbatas.



BAB KEPEMIMPINAN
2 DALAM KOMUNIKASI
ANTARBUDAYA

A. Kredibilitas Kepemimpinan Opini

Pengertian tentang kepemimpinan sangat beragam, tetapi pada prinsipnya dalam
perspektif komunikasi, merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi
orang-orang supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Haiman
(dalam Stogdill,1974:7), menyatakan, “kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi
dalam proses interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui prilaku orang lain”
Sehaluan dengan itu, Keith Davis (1962:96) menegaskan, “kepimimpinan adalah suatu
kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan aktivitas lainnya
secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Sementara Ordway Ted (dalam S.R.Menta, 1972:3) berpendapat, “kepemimpinan
sebagai suatu kepribadian dan akibat-akibatnya yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas
mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama mencapai beberapa tujuan yang ingin
diperoleh”. Sejalan dengan dua pendapat tersebut adalah apa yang dikemukan secara
singkat oleh Everett M. Rogers (1969:223) bahwa “kepemimpinan sebagai kemampuan
bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang
diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa unsur-
unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi
untuk mempengaruhi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tetapi kegiatan
mempengaruhi tidak mudah dilakukan, mengingat ada berbagai macam kendala yang
melekat dalam menjalankan peran kepemimpinan di masyarakat. Oleh karena itu,
seringkali pemimpin menggunakan kekuasaan formal dalam nuansa “memaksa” untuk
mempengaruhi masyarakat pada umumnya.

Upaya untuk mempengaruhi orang lain dalam konteks penggunaan kekuasaan
(power) menurut Laswell dan Kaplan (dalam Robert A.Dahl,1978:47) berkaitan erat
dengan otoritas yang melekat pada pemimpin. Kekuasaan pada konteks ini adalah
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BAB MENGGALI INFORMASI
3 KEMAJEMUKAN ETNIK

A. Transportasi, Industri dan Kompleksitas Komunikasi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati
dari orang-orang (subjek) itu sendiri. (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Sedangkan Kirk dan
Miller (dalam Moleong, 1993:3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada
pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan
orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya.

Berdasarkan pendapat itu, maka pada dasarnya penelitian kualitatif bersifat
deskriptif yaitu suatu penelitian yang biasanya untuk menjawab apa penjelasan yang lebih
terinci mengenai gejala sosial yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian.
(Manasse Malo & Sri Trisnoningtias, 1993:28). Sedangkan menurut Singarimbun
(1989:4), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap
fenomena sosial tertentu.

Dengan metode kualitatif diharapkan mampu mengetahui lebih mendalam terhadap
fokus penelitian yang diamati. Karena penulis melibatkan diri secara langsung dalam
kehidupan subjek sehingga dapat melihat dan mengamati kehidupan mereka sehari-
hari, mendengar mereka berbicara tentang dirinya dan pengalaman mereka sendiri.
Penulis juga berpedoman, bahwa setiap subjek di dalam lingkungan kejadian (setting)
itu dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain, tanpa pengecualian
bahwa informasi yang diberikan bersifat negatif ataupun positif. Berpijak pada pedoman
tersebut, berarti setiap kelompok etnik melalui informan mempunyai kedudukan yang
sama dalam memberikan informasi tentang kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen
modernisasi yang berperan dalam melakukan perubahan kearah lebih baik.

Lokasi penelitian ini adalah, desa di kawasan tumbuhnya pabrik-pabrik, pada salah
satu kecamatan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Dengan pertimbangan, wilayah
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BAB KAWASAN KOMUNIKASI
4 MULTI ETNIK

A. Interaksi dan Komunikasi Dalam Pembangunan

Desa lokasi penelitian di kawasan pantai utara Kabupaten Karawang ini merupakan desa
asli. Secara historis, desa asli sudah ada sejak zaman Hindia Belanda berdasarkan Inlandse
Gemeente Ordonnantie/1GO. (Ndraha,1991: 6). Tahun 1979, desa diatur dan ditetapkan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Dalam aspek legal, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukumyang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang diharapkan oleh pemerintah dapat
menguasai aktivitas-aktivitas yang ada dimasyarakat, untuk menunjang pembangunan
pedesaan. Buddy Prasadja (1980:51) menyebutkan pelaksanaan pembangunan desa
sangat tergantung pada upaya mendinamiskan masyarakatnya, sedangkan kemampuan
pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan
pembangunan tersebut sangat terbatas,dengan demikian pelaksanaan pembangunan
harus dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Pendapat tersebut menunjukan, bahwa Kepala Desa lebih banyak terlibat dalam
urusan partisipatif, yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi
pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan. Padahal urusan
rumah tangga desa, dalam bentuk otonomi desa yang sudah melekat berdasarkan
hukum adat setempat, jauh lebih luas dibandingkan dengan peran formal sebagai alat
Pemerintahan Pusat.

Tetapi kenyataannya, bahwa otonomi desa semakin berkurang perannya. Menurut
Ndraha (1991:7) bahwa aspek mengatur yang dipunyai Desa dalam bentuk otonomi
sudah semakin merosot, karena satu persatu diatur oleh pemerintahan yang lebih tinggi.
Hak dan wewenang sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi dan diganti
degan peraturan pemerintah, ini disebabkan antara lain oleh semakin heteroginnya
penduduk desa sehingga sulit ditentukan hukum adat mana yang berlaku, dan sumber-
sumber pendapatan desa banyak yang diambil alih oleh pemerintahan di atasnya.
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BAB INTERAKSI DAN
5 KOMUNIKASI BERBASIS
ETNISITAS

Agen modernisasi atau agen pembaharuan, merupakan suatu profesi yang berupaya
untuk mempengaruhi atau mengarahkan inovasi orang lain melalui strategi komunikasi
yang adaptif. Dalam arti dapat diterima oleh semua lapisan sosial, budaya, ekonomi dan
politik yang berbeda pada kondisi heteroginitas etnik di pedesaan.

Agen modernisasi diperlukan untuk mengintrodusir ide-ide baru dan memberikan
umpan balik yang berasal dari masyarakat kepada perencana pembangunan di pedesaan.
Sebagai kepanjangan tangan dari lembaga yang berorientasi pada pembaharuan biasanya
mempunyai berbagai macam perbedaan dengan masyarakat misalnya dalam status sosial
ekonomi, kemampuan administratif atau teknis dan lain-lainnya yang menyebabkan
terjadinya konflik dan kesulitan berkomunikasi. Oleh karena itu sebagaimana pendapat
Rogers dan Svenning (1969:101), agen modernisasi diharapkan sebagai orang marginal
yang sebelah kakinya berada di lembaga pembaharu, dan sebelah kaki lainnya diletakkan
pada sistem kliennya.

Di kawasan pedesaan ini, Kepala Desa sebagai agen modernisasi di lingkungan desa
yang transisional. Dari desa tradisional menuju kearah desa modern, yang menghadapi
banyak masalah pelik sebagai akibatlangsung, maupun tidaklangsung dari perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi di desa

Dari asumsi tersebut di atas penelaahan terhadap agen modernisasi di lingkungan
keanekaragaman etnik di desa kawasan jalan Daendels ini, akan mencakup pada
karakteristik orang-orang yang memberikan informasi sesuai dengan inti permasalahan
yang dieksplorasi. Informan dari desa terdiri dari kelompok etnik Sunda, penduduk asli
desa lokasi penelitian dan kelompok etnik pendatang. Pengamatan terhadap interaksi dan
komunikasi kelompok-kelompok etnik yang ada di desa, dan posisi kepemimpinan Kepala
Desa sebagai agen modernisasi, menitik beratkan pada kelayakan Kepala Desa sebagai
agen modernisasi berdasarkan pandangan kelompok-kelompok etnik, dan kendala serta
faktor-faktor pendukung peran sebagai agen modernisasi di pedesaan.
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BAB KEMAJEMUKAN SOSIAL,
6 EKONOMI DAN POLITIK

ubungan antar etnik di desa Kawasan Pantai Utara Kabupaten Karawang Jawa Barat

berlangsung dalam suasana hidup berdampingan yang akrab tanpa sekat berarti.
Interaksi dan komunikasi diantara kelompok-kelompok etnik penduduk asli dengan etnik
pendatang terus berlangsung. Sementara itu interaksi di lingkungan warga pendatang
yang berlainan kelompok etnik, juga berjalan sesuai dengan kebutuhan, tujuan interaksi
dan komunikasi masing-masing. Tujuan komunikasi sendiri, menurut Reardon (1987: 1)
untuk menghibur, mempengaruhi, beramah-tamah, memperoleh informasi, menunjukan
perhatian dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan mendalam, bahwa hubungan sosial yang dilakukan oleh
warga setempat masih cukup kuat dan dipelihara terus-menerus, misalnya penghargaan
terhadap orang-orang tertentu. Sikap ini adalah salah satu karakter budaya Sunda
sebagaimana dikemukakan oleh Suhamihardja (dalam Ekadjati, 1984:213-214), bahwa
hubungan sosial pada Orang Sunda merupakan tingkatan-tingkatan, sehingga kewajiban
masyarakat bertingkat-tingkat pula, dan harus bersifat kekeluargaan.

Dalam interaksi dan komunikasi diantara masyarakat desa yang beraneka ragam
etnik, berlaku pula nilai universal yang sebenarnya dipunyai oleh masing-masing
kelompok etnik. Seperti menurut Orang Batak, supaya berhati-hati dalam bertutur kata,
karena pada kata melekat efek yang baik dan buruk, kita dapat membawa berkat atau
bencana, kata buruk, makian, kata penghinaan, kata yang mengandung kutukan, semuanya
membangkitkan kejahatan. (].C. Vergouwen, 1986;108), atau sikap yang melekat pada
orang Minangkabau, kusut menyelesaikan dan keruh menjernihkan. (Lily S. Halim, 1989)

Sikap positif semacam ini pada hakikatnya juga berlaku pada semua kelompok etnik.
Pola universal lainnya yang menonjol adalah berhubungan dengan sifat modernisasi
sebagaimana dikemukakan oleh Cyril E. Black (1976) yaitu kesadaran terhadap harga diri
orang lain, bersedia menerima pengalaman-pengalaman baru, percaya terhadap keadilan
dalam pembagian. Pluralisme etnik dengan substansi modernisasi yang terjadi di desa
adalah sejalan dengan fenomena Berger yang menyatakan, modernitas berarti hidup
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BAB MENJALIN HUBUNGAN
- DALAM KEMAJEMUKAN

A. Komunikasi Dalam Penghormatan Nilai Budaya

Orang Jawa menyatakan karakteristik yang dimiliki adalah menjaga norma, sopan
santunnya tinggi, tidak menonjolkan diri, rajin dan taat pada pimpinan, gotong royong
dan sejumlah sifat positif lain yang juga dimiliki oleh orang dari kelompok etnik lainnya.
Pendapat tentang kelompok etnik Sunda dipilah dalam interaksi sosial, politik dan
ekonomi sedangkan terhadap etnik lainnya dalam bentuk satu kesatuan pendapat.

Di pedesaan kawasan pantai utara Pulau Jawa yang majemuk, orang-orang Jawa
menilai Orang Sunda di desa lokasi industri bersifat terbuka dan ramah. Meskipun
kadang-kadang muncul sikap pembelaan terhadap kelompok etniknya dalam bingkai
persaingan, seperti halnya dalam olah raga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak
ada sikap etnosentrisme berlebihan yang dapat menghambat komunikasi antar budaya.
Informan A, tokoh masyarakat di lingkungan di desa lokasi penelitian, menyebutkan:
“Dalam pertandingan olahraga memang bisa saja muncul para supporter warga desa
setempat yang cenderung membela orang yang satu kelompok etnik. Memang dalam situasi
yang penuh dengan persahabatan dan humor, sehingga tidak menyebabkan permusuhan di
luar lapangan bulutangkis maupun volley’.

Pernyataan-pernyataan dalam nada stereotip, walaupun bukan dalam kemasan
negatif yang dilontarkan Orang Sunda terhadap Orang Jawa, berhubungan dengan setting
pertandingan yang memanas namun penuh semangat kekeluargaan. Selain itu, teriakan
pendukung pertandingan olah raga di desa tetap memiliki tanggung jawab dalam
komunikasi, sehingga jauh dari suasana yang tidak menyenangkan. Menurut Samovar,
Porter dan Jain (1981), tanggung jawab etis dalam komunikasi antar kelompok harus
dijaga demi untuk menjaga hubungan baik antar pihak-pihak yang berinteraksi.

Dalam perspektif Orang Jawa, Orang Sunda di desa adalah pemeluk agama Islam
yang taat dalam menjalankan ibadah. Orang Jawa menghormati ketaatan beribadah
kelompok etnik penduduk asli di desa lokasi penelitian. Siklus hidup manusaia selalu
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BAB
KEPEMIMPINAN DAN
8 EKSPREST MASYARAKAT

A. Kekuasaan Komunikasi Sebagai Agen Modernisasi

Elite memiliki kekuasaan komunikasi yang sangat besar di pedesaan, karena mampu
untuk menyebarkan pesan-pesan dalam berbagai kesempatan formal maupun non
formal di masyarakat. Dengan kata lain, elite berjumlah sangat sedikit, tetapi mempunyai
pengaruh besar dalam komunikasi dengan rakyat dalam konteks piramida kekuatan
politik. Diatara sejumlah elite pedesaan, kepala desa sebagai elite politik dalam bingkai
formal, mempunyai posisi strategis sebagai poros komunikasi pedesaan yang interaktif
maupun linier. Namun dalam situasi tertentu, ketika struktur kekuatan politik di atasnya
menghendaki pencapaian kepentingan dalam perspektif pemerintah, maka kepala desa
akan menggunakan komunikasi top-down yang memerintah dan mengontrol dengan
ketat kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga desa.

Memang kepemimpinan kepala desa, harus difokuskan kepada pencapaian
kesejahteraan ke arah yang lebih baik sebagaimana konsepsi modernisasi. Pada konteks
ini, sebagai orang nomor satu di desa, sudah selayaknya jika kepala desa tampil dalam
posisi agen modernisasi. Hakekatnya, jika berpijak kepada tugas dan tanggung jawab
yang melekat, perubahan ke arah lebih baik menyangkut bidang kegiatan sosial, ekonomi
dan politik. Kegiatan sosial mencakup pembinaan masyarakat terhadap generasi muda,
kerohanian, pendidikan, olah raga dan kesenian. Bidang ekonomi atau perekonomian
masyarakat, mencakup peningkatan produktivitas pertanian dan upaya-upaya yang
menunjang sektor industri dan perdagangan. Sedangkan kegiatan bidang politik adalah
tindakan kepala desa dalam hubungannya dengan pemilihan umum dan praktek politik
yang berupa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sebagai pendukung
pemerintah.

Informasi berdasarkan pendapat dari penduduk asli etnik Sunda maupun kelompok
etnik pendatang yang terdiri dari etnik Jawa, Minangkabau, Batak dan Madura,
mempunyai berbagai macam variasi tentang pola-pola kepemimpinan kepala desa dalam
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BAB KEKUASAAN POLITIK
9 DALAM KEMAJEMUKAN

A. Komunikasi dan Dua Kutub Kontradiktif Penggerak Perubahan

Keanekaragaman etnik di desa lokasi penelitian membentuk pola interaksi dan
komunikasi di lingkungan penduduk asli. Mereka berubah mengikuti pola interaksi dan
komunikasi yang universal. Menurut Rogers dan Svenning (1969:223) kondisi tersebut
dilukiskan sebagai perubahan dari interaksi yang homofili menuju kepada heterofili.
Homofili menggambarkan pihak-pihak yang berinteraksi memiliki kesamaan-kesamaan
sedangkan heterofili adalah ketidaksamaan pihak-pihak yang berinteraksi.

Pandangan dan sikap-sikap warga desa penduduk asli yang menganggap bahwa
Kepala Desa sebagai pemimpin yang harus dipatuhi dan diteladani dalam semua
tindakannya, sebagaimana dikemukakan Mustapa (1985:172) bahwa, “Orang Sunda
menganut falsafah; Orang harus pandai berbakti kepada pemimpinnya, tidak boleh
munafik atau merasa terpaksa”. Namun persoalannya, dalam kondisi dinamika desa, sikap
ini sudah berubah akibat interaksi dengan berbagai kelompok etnik pendatang, terpaan
media massa, dan tujuan kesejahteraan material yang jauh lebih menonjol dibanding
mejaga nilai-nilai sosial yang harmoni. Perubahan perilaku masyarakat ini sejalan dengan
pendapat Aminati Etizoni (1964) yang menyatakan bahwa modernisasi menyebabkan
otoritas tradisional mulai memudar.

Dipihak lain, kelompok-kelompok etnik pendatang yang datang ke desa kawasan
pantai utara, karena tujuan-tujuan ekonomis dalam perpektif modernisasi, ternyata
tidak setiap tindakan mencerminkan universalitas dalam sebagaimana sikap yang
terikat oleh modernisasi. Sebab sebagaimana menurut Samovar dkk, kultur yang masih
tampak menonjol, dalam interaksi dengan kelompok etnik lain akan semakin menguat,
bahkan dalam memandang suatu persoalan masih mempunyai kecenderungan negatif
terhadap kelompok lain tersebut. (Samovar, Portner, dan Jain 1981). Hakikatnya, pada
satu sisi mengadopsi nilai modernisasi, tetapi di sisi lain masih mempertahankan nilai-
nilai tradisional kelompok. Ini kecenderungan yang terjadi di banyak negara sedang
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BAB MEMBANGUN
10 KOMUNIKAST ANTAR
BUDAYA

A. Kawasan Heterogin dan Pola Komunikasi Universal

Heterogenitas pedesaan dilihat dari keanekaragaman etnik dalam suatu desa, merupakan
dampak perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Kondisi ini dapat dilihat
dari mobilitas yang tinggi dalam migrasi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu
singkat. Keanekaragaman etnik, tidak hanya membawa dampak keragaman budaya, tetapi
membentuk keanekaragaman sosial masyarakat yang sedang mengalami perubahan
semua aspek kehidupan.

Perubahan juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat, maupun
pemimpin formal di pedesaan. Mereka tidak lagi berinteraksi dalam situasi homofili, tetapi
bergeser dalam kontak-kontak heterofili dengan orang-orang diluar kelompok etniknya,
yang mempunyai aneka perbedaan dalam cara berkomunikasi maupun berinteraksi.
Dalam suasana heterofili, masyarakat desa lokasi penelitian di kawasan pantai Utara
Pula Jawa, dapat hidup berdampingan, berinteraksi dan berkomunikasi dengan para
pendatang dari berbagai kelompok etnik. Sementara interaksi diantara warga pendatang
yang berlainan etnikpun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi
masing-masing. Tujuan komunikasi menurut Reardon (1987:1), untuk menghibur,
mempengaruhi, beramah tamah, memperoleh informasi, menunjukkan perhatian dan
lain-lain. Dengan demikian, keanekaragaman etnik juga membangun komunikasi dengan
aneka tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan, seringkali muncul persamaan
antara satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Kondisi inilah yang dapat menyatukan
perbedaan dan membentuk harmoni kehidupan majemuk di pedesaan.

Tentu saja selain persamaan diantara kelompok-kelompok etnik, memang ada pola
universal yang dimiliki oleh semua kelompok etnik, meskipun dalam mengekspresikan
dalam komunikasi verbal berlainan. Misalnya kelompok etnik Batak percaya bahwa, “orang
harus berhati-hati bertutur kata, karena pada kata melekat efek yang baik dan buruk, kata
buruk makian, kata penghinaan, kata yang mengandung kutukan, akan membangkitkan
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BAB KOMUNIKASI ANTAR
11 BUDAYA MENDORONG
PERUBAHAN

A. Saluran Komunikasi Sebagai Fondasi Perubahan

Keanekaragaman budaya di pedesaan menciptakan pola keragaman sosial dalam
kehidupan di desa. Disisi lain masyarakat membentuk komunikasi dan interaksi yang
lebih bersifat universal, untuk tujuan ekonomis sebagaimana dalam prinsip modernisasi
menurut Berger, yang salah satu intinya adalah, hidup dan berinteraksi dengan
sejumlah besar orang asing diluar kelompoknya dengan tujuan utama transformasi
kehidupan material yang lebih baik (Peter L. Berger, 1990:43-46). Berdasarkan asumsi
ini, keanekaragaman etnik mengakibatkan berbagai macam perubahan dalam aspek
sosial ekonomi yang berkembang dan menciptakan tujuan rasional, untuk mencapai
kesejahteraan material. Namun disatu segi nilai, sikap dan kepercayaan diri budayanya
masih tetap dipelihara oleh masing-masing kelompok etnik.

Sebagaimana telah dijelaskan, media massa merupakan suatu saluran penting
yang mendorong besar warga desa untuk melakukan perubahan, maka pandangan
masyarakat, juga diwarnai oleh keterlibatan mereka dengan media massa. Lerner (1992)
menyatakan, bahwa media massa merupakan kekuatan dinamis dalam modernisasi
untuk menyebarkan hasrat hidup baru yang lebih baik dengan kesejahteraan yang
faktual. Rogers melengkapinya dalam kaitannya dengan masyarakat desa sebagai berikut:
meskipun eksistensi media massa ini diakui sebagai faktor yang menunjang perubahan,
tetapi saluran komunikasi untuk menciptakan perubahan di pedesaan mencakup dua
saluran yaitu media massa dan komunikasi interpersonal. Dua Pendapat ini terasa cocok
dengan kondisi desa Pantai Utara Jawa di Kabupaten Karawang Jawa Barat ini. Pada satu
sisi masyarakat masih mengandalkan pola-pola tradisional dalam komunikasi antar
pribadi untuk menyebarkan pesan atau isu-isu pembangunan yang mereka terima dari
pemuka pendapat. Sementara itu, terpaan media massa yang bertubi-tubi mengakibatkan
informasi yang terdapat dalam media massa dianggap sebagai sumber informasi yang
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BAB KEMAJEMUKAN ETNIK
12 SEBAGAI PILIHAN

A. Menuju Kemajemukan Etnik Demi Kesejahteraan

Desa kawasan pantai utara di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini, mempunyai
masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnik penduduk asli desa, dan kelompok
etnik pendatang. Keanekaragaman etnik terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi
komunikasi dan transportasi yang membelah desa agraris penghasil padi dan sayuran.
Tersedianya jalan tol Jakarta-Cikampek yang melengkapi jalan negara pantai utara
sebelumnya yang dikenal pula sebagai jalan Daendels, menyebabkan mobilitas yang tinggi,
sehingga banyak individu maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan, datang
mencari penghidupan lebih baik ke desa ini. Melihat lokasi yang strategis, para pemilik
modal juga untuk mendirikan pabrik-pabrik di desa. Orang-orang dari berbagai daerah
di seluruh Indonesia juga berbondong-bondong datang untuk bekerja dan memperoleh
penghasilan yang memadai di pedesaan yang subur dan dipenuhi pabrik-pabrik modern.

Munculnya pabrik di desa sebagai salah satu simbol industri dan modernisasi,
menjadikan desa lokasi penelitian ini berkembang dengan pesat ditinjau pembangunan
fisik dan perubahan non fsik yang terikat oleh tumbuhnya nilai-nilai baru di masyarakat
yang lebih komersial, dan mulai meninggalkan pola-pola perilaku sosial dan kekerabatan
yang sudah melembaga. Kehadiran orang-orang dari berbagai daerah yang berlainan
etnik, menjadikan penduduk asli desa yang mempunyai pola hidup bertani, mengalami
persoalan baru dalam bidang kehidupan disekelilingnya. Penduduk asli yang notabene
masih tradisional dalam perilaku sosial-ekonomi, tiba-tiba dipacu untuk menyesuaikan
dengan pola hidup industri yang serba rasional, dan berhadapan dengan para pendatang
yang memiliki perilaku dan gaya hidup berbeda dengan norma-norma pedesaan
yang dianggap harmonis. Perbedaan-perbedaan sikap dan perilaku ini, tidak jarang
menimbulkan konflik kepentingan yang tersembunyi maupun yang nyata dalam kehidupan
masyarakat desa. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat desa yang masih bercorak agraris,
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LAMPIRAN

Pluralisme dan Retorika Politik
Oleh: Eko Harry Susanto
(Kompas, 31 Maret 2009)

Menjelang Pemilu 2009, isu pluralisme seolah-oleh menjadi senjata ampuh bagi
sejumlah partai politik yang selama ini dikenal memiliki massa yang cenderung
homogin dari aspek ideologi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana pluralisme memang menjadi
orientasitotal,dalamartibukan sekadarretorika, tetapiadakesungguhan mengaplikasikan
konsep keanekaragaman dari sudut universal. Sebab, gencarnya perbincangan tentang
pluralisme dari elite politik akhir-akhir ini, ternyata belum bisa merasuk ke massa di
akar rumput, yang sesungguhnya sebagai sasaran agar menyadari betapa pentingnya
semangat kebhinekaan dalam kehidupan bernegara.

Konflik antar ataupun intra kelompok yang tidak kunjung usai di berbagai wilayah
tanah air, prasangka (prejudice) yang dipelihara secara terlembaga terhadap komunitas
lain yang berbeda dalam nilai, sikap dan pandangan dunia (worldview), dan tindakan-
tindakan yang mengatasnamakan kebenaran sepihak, merupakan bukti faktual bahwa
kesediaan hidup dalam keanekaragaman yang harmonis menjadi barang mahal.

Dalam penelaahan tentang keanekaragaman masyarakat, Diana L. Eck (2007),
intinya menyatakan bahwa, pluralisme merupakan keterlibatan secara energetik dengan
keragaman, bukan toleransi tetapi pencarian secara aktif untuk memahami perbedaan-
perbedaan. Pluralisme juga bukan relativisme, tetapi komitmen, berbasis kesediaan
untuk berdialog-mengritik dan mau dikritik.

Dari pernyataan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang harus dilakukan oleh
partai politik yang gencar menyuarakan pluralisme. Mereka harus bersedia menempatkan
orang-orang dari luar garis ideologi utamanya, dalam sebuah jabatan politik strategis,
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demi menciptakan sebuah sinergi partai. Mensinkronkan kekuatan dari kelompok yang
beraneka ragam dalam sebuah semangat pluralisme, adalah pencapaian (achievment)
positif partai, sehingga akan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Eksistensi di masyarakat yang heterogin adalah tujuan utama, oleh karena itu, partai
politik sebaiknya mengkampanyekan perlunya toleransi. Memang tampak sederhana
bagi para politisi atau sekelompok elite, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa prasangka
kelompok masih terus hidup di berbagai komunitas. Oleh karena itu partai harus mencari
perbedaan yang ada di masyarakat, dan memanfaatkannya sebagai salah satu landasan,
dalam membangun basis partai yang kuat.

Prinsipnya, partai politik mengemas dan mendiseminasikan perbedaan bukan
sebagai ancaman yang menakutkan bagi konstituen mayoritas partai, tetapi justru
sebaliknya, bisa membentuk sebuah komunitas dalam tubuh partai plural yang kuat.
Namun persoalannya, masih terlampau banyak, diferensiasi yang ada di masyarakat
justru diorganisasikan untuk membangkitkan semangat kelompok.

Jika konsisten berpijak pada ide keanekaragaman, alangkah baiknya jika partai
politik tidak selalu mengunggulkan keyakinan dasar secara sepihak. Sebab partai plural,
adalah sebuah komitmen “kebersamaan” terhadap perbedaan. Walaupun, sesungguhnya
orientasi terhadap pluralisme, tidak perlu menanggalkan maupun mengisolasi identitas
ideologisnya. Justru keberagaman adalah kekuatan sejati dalam demokrasi bernegara.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jalan menuju kondisi itu memerlukan proses
panjang. Partai politik harus tidak bosan-bosannya membuka dan memfasilitasi dialaog
integratif antar kelompok di akar rumput sebagai basis konstituen, bukan dalam seminar
dan diskusi elite yang tidak membumi. Ini mubazir karena tidak memiliki implikasi
langsung di masyarakat. Harus diakui saat ini, betapa langkanya dialog antar kelompok
yang langsung melibatkan rakyat kebanyakan, demi memperkuat semangat kebhinekaan.

Kalaupun partai politik gencar menyuarakan pluralitas, tetapi pemaparan Elizabeth
Fuller Collins, dalam tulisan tentang Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan?, di Asian
Survey, Juli 2002, bisa membuat pesimis. Dikemukakan bahwa, kekerasan muncul
karena kegagalan lembaga-lembaga politik dan hukum, untuk menyediakan perangkat/
aturan bagi penyelesaian konflik, mengatasi keluhan penguatan identitas komunal
untuk mengendalikan sumber ekonomi, dan penggunaan kekerasan oleh negara (state-
sanctioned violence) untuk menghasut atau menekan konflik.

Tidak bisa dinafikan, meski banyak dibantah oleh elite politik dan pemerintah dengan
aneka dalih, tetapi secara subsatansial konflik dan kekerasan di Indonesia seringkali
dipicu oleh berbagai perbedaan yang menyangkut karakteristik etnik maupun keyakinan
dasar sebuah kelompok. Jelas ini berpotensi mengganggu semangat keanekaragaman
dalam dalam berpolitik di masyarakat heterogin.
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Dengan kata lain, pluralisme yang nyaring disuarakan oleh partai politik, bisa
saja hanya dianggap retorika yang tidak membumi di masyarakat, sehingga tidak akan
berpengaruh banyak dalam menangguk konstituen pada pemilihan umum tahun 2009

Komunikasi Memperkuat Kebinekaan
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 26 Mei 2011)

Demokrasi politik pasca reformasi kenegaraan, memicu kekerasan antar kelompok
dan mendorong menguatnya perilaku radikalisme, yang tidak lagi menghiraukan
eksistensi kebhinekaan sebagai landasan kehidupan bernegara.

Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara tuntas dengan tindakan nyata, dalam arti
hanya melalui jargon dan retorika pencitraan, maka pluralisme sebagai pilar kekuatan
bangsa akan menghilang lebih cepat. Implikasi lebih jauh adalah munculnya disintegrasi
bangsa berbais semangat sektarian, yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok.

Komunikasi Antar Kelompok

Tanpa mengesampingkan aspek legal, keamanan, dan pendekatan sosial dari pemerintah
maupun sejumlah entitas yang peduli terhadap terjaganya kebhinekaan, alangkah
baiknya jika segenap elemen masyarakat berusaha meminimalisir konflik,
melalui pendekatan komunikasi antar kelompok yang dapat menyatukan
perbedaan.

Pendekatan komunikasi antar kelompok untuk meredam konflik, secara substantif
menurut Samovar, Porter dan Mc.Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai
bersama yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik.
Titik tolak meminimalisir konflik adalah, menghilangkan nilai sektarian yang memiliki
relasi kuat dalam menumbuhkan sikap komunalisme. Sebab, perilaku yang menutup diri
terhadap kelompok lain ini berbahaya bagi masyarakat majemuk seperti di Indonesia.

Selain itu, komunalisme sebagai semangat kelompok, cenderung mematut-matut diri,
bahwa nilai-nilai komunitasnya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut
oleh kelompok lain. Jika suatu kelompok merasa paling unggul, maka representasi yang
mudah dideteksi adalah, mereka selalu menafsirkan bahwa nilai positif hanya dimiliki
oleh kelompoknya.

Pelembagaan sikap yang tidak menghiraukan nilai sosial budaya kelompok lain
itu, akan menyulut pertikaian di lingkungan masyarakat yang multi etnik. Dengan
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kata lain, menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis, sebagaimana
harapan masyarakat.

Namun tantangan kebhinekaan, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan
bernegara bukan sebatas berkembangnya semangat komunalaisme saja, tetapi minimnya
empati dalam hubungan antar manusia, juga menjadi pemicu menguatnya semangat
kelompok yang berpotensi mengabaikan kebhinekaan. Padahal, empati merupakan
partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif yang mampu mengikat perbedaan
dalam bingkai kebhinekaan yang harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara faktual, berbagai tindak kekerasan, radikalisme dan konflik antar kelompok
di Indonesia memang dipicu oleh menguatnya semangat sub-nasional yang berbahaya
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, melalui pendekatan komunikasi
antar kelompok yang menghilangkan sekat sektarian dan komunalisme dalam bentuk
semangat kebersamaan harus segera diwujudkan.

Namun yang lebih penting adalah, bagaimana elite politik dan elite dalam kekuasaan
negara maupun tokoh masyarakat pada umumnya, mewujudkan komunikasi yang
menjunjung tingi tolereransi terhadap perbedaan. Sebab, dalam belenggu kebebasan
dengan dalih demokrasi, komunikasi antar kelompok yang integratif justru menghadapi
tantangan berat.

Menyuarakan Kebhinekaan

Model kepemimpinan yang mampu menyatukan suara dalam bingkai “bebas dari
kepentingan” kelompok, dan demi keadilan bagi semua orang, semakin langka ditemukan.
Pola komunikasi antar elite di berbagai lapisan kekuasaan, juga tidak mencerminkan
piramida kepercayaan masyarakat. Dalam arti, tidak ada satupun pimpinan yang mampu
memposisikan sebagai pucuk sebuah segitiga informasi yang dijadikan rujukan utama,
dalam berbagai penyelesaian konflik dan kekerasan yang bernuansa sektarian.

Memang tidak bisa dikesampingkan, bahwa kebebasan berkomunikasi yang dijamin
oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dikedepankan. Namun bukan berarti setiap elite
bisa menyuarakan kepentingannya yang tidak lepas dari nilai kebhinekaan. Terlampau
banyak komentar elite yang mengkritik kekerasan akibat komunalisme, menjadi suatu
anti klimak di ujung kalimatnya yang penuh dengan basa-basi perkecualian.

Betapa banyaknya pembicaraan publik yang dieksplorasi media, jika ditelaah dalam
bingkai objektif, secara terselubung berbalik arah seperti mendukung tindak kekerasan.
Tentu saja retorika elite yang semacam ini, seperti memberikan pengesahan terhadap
tindakan kekerasan berbasis perbedaan kelompok.

Mencermati kondisi itu, untuk menghilangkan naluri sub-nasional maupun
komunalisme yang berpotensi memicu tindakan kekerasan dan radikalisme, tentu saja
bukan sebatas menggalakkan nilai Pancasila yang disinyalir memudar.
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Tetapi, yang lebih aktual untuk dilaksanakan adalah, bagaimana para elite memiliki
kesepakatan dalam komunikasi yang mampu menjaga terpeliharanya masyarakat
majemuk di Indonesia.Dengan kata lain, elite politik dan elite dalam kekuasaan negara,
meskipun memiliki perbedaan ideologi dalam menyejahterakan rakyat, tetapi harus
sepakat untuk melakukan komunikasi yang beradab, demi menegakkan kebhinekaan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun persoalannya, dalam perangkap demokrasi integralistik yang menafikan
perbedaan,dan demi meraih popularitas di masyarakat, para elite justru cenderung
mengeksplorasi retorika yang bersifat sektarianisme, sebagai basis kekuatan kelompok.
Oleh sebab itu,sangat wajar jika berkembang anggapan bahwa upaya mengikis semangat
sektarian, berjalan seperti siklus, tampaknya maju ke depan tetapi sesungguhnya
mengalami kemunduran.

Meredam Atau Melembagakan Konflik
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Pembaruan, 5 Januari 2012)

Demokrasi politik pasca reformasi kenegaraan yang mengunggulkan kebebasan,
seringkali justru memicu konflik antar kelompok, yang tidak lagi menghiraukan
eksistensi kebhinekaan sebagai basis kehidupan berbangsa di Indonesia.

Perbedaan kelompok, etnisitas, agama dan keyakinan dalam kerangka perbedaan
“kepercayaan”, mewarnai berbagai konflik yang terjadi pada tahun 2011. Catatan akhir
tahun Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), terdapat 63 konflik terkait kebebasan
berkeyakinan sepanjang tahun 2011. Kondisi tersebut, amat memprihatinkan, mengingat
nilai kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas. Berbagai kalangan
internasional membanggakan, bahwa Indonesia mampu mengatasi kesulitan dalam
menyikapi perbedaan, dan berhasil mewujudkan Bhineka Tunggal lka sebagai landasan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan karena sejak dulu telah ada tradisi "care
and share” yang tidak lain adalah semangat gotong royong, yang tumbuh diantara
rakyat yang berjiwa ramah di alam yang kaya-raya (Shinzo Abe, 2007). Oleh sebab itu,
seharusnya bangsa Indonesia, terus menjaga citra keanekaragaman yang sudah dikenal
oleh masyarakat di manca negara tersebut.
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Nilai Sektarianisme

Dengan tidak mengabaikan aspek legal-formal dalam upaya menjalankan hukum,
menjaga keamanan nasional, dan melakukan pendekatan sosial yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, alangkah baiknya jika segenap
elemen masyarakat dalam memasuki tahun 2012, berusaha meminimalisir konflik
melalui model komunikasi antar budaya, diantara orang-orang yang berbeda keyakinan
dasar (nilai), sikap dan kepercayaan . Sebab perbedaan nilai, sikap maupun kepercayaan,
akan selalu tumbuh secara alamiah dalam lingkungan masyarakat majemuk, dan tidak
mungkin dicegah dengan cara yang mengunggulkan semangat kekerasan komunal
maupun tindakan sektarian.

Pendekatan komunikasi antar budaya harus menjadi pedoman para elite untuk
meredam konflik antar kelompok. Komunikasi diantara mereka yang berbeda budaya
tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan pemahaman nilai dan makna bersama,
yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Titik tolak
menumbuhkan makna bersama diawali dengan, menghilangkan komunikasi yang terikat
oleh kultur sektarianisme. Kultur ini menganggap nilai komunitasnya, lebih unggul
dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Perwujudan sektarianisme
sejalan dengan etnosentrisme ekstrim, yang menafsirkan nilai kebenaran, kejujuran,
kesantunan bermasyarakat dan bernegara hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Ruang Negosiasi

Jika sektarianisme dieksplorasi secara demonstratif, akan memicu semangat sub-nasional
yang berujung kepada konflik antarkelompok di lingkungan masyarakat heterogin.
Karena itu, yang harus dilakukan oleh para elite adalah memperkecil pemikiran sektarian
dengan menghindari sikap yang tidak menghargai keyakinan dasar orang yang memiliki
karakteristik budaya dan keyakinan berbeda.

Pelembagaan sikap sektarian dan komunalisme yang tidak menghiraukan nilai-nilai
sosial budaya kelompok lain ini, diprediksikan akan dilakukan oleh sejumlah entitas
politik, demi memperoleh dukungan massa menghadapi kondisi politik yang memanas
di tahun 2012. Dikhawatirkan tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah
elite, tampaknya akan semakin demonstratif mengelola “ketidakpercayaan” terhadap
komunitas lain, sebagai salah satu ketahanan sosial kelompoknya. Jika ini terjadi, sudah
barang tentu akan menyulut pertentangan dan semakin menjauhkan upaya untuk hidup
berdampingan secara damai.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah, tidak bersikap antipati dengan kelompok
yang berbeda, karena akan mendorong munculnya komunikasi eksklusif yang rentan
pertikaian bernuansa sektarian. Karena itu dalam komunikasi dan interkasi di lingkungan
masyarakat yang heterogin, harus berpijak kepada perilaku yang saling menyesuaikan
diri.
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Penyesuaian perilaku di lingkungan masyarakat majemuk harus berjalan dua arah
sebagaimana dikemukakan oleh Edward T.Hall dan William F. Whyte (2002), harus ada
ruang-ruang negosiasi dalam setiap anggota kelompok, untuk menghargai nilai-nilai
kelompok lain yang memiliki perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang,
akan berbahaya, karena mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang
merasa unggul dalam jumlah maupun kualitas hidup.

Lebih celaka lagi, ketimpangan penyesuaian diri akan berdampak terhadap
pelembagaan stigma negatif, yang menempatkan kelompok lain lebih rendah, tidak
berarti dan marginal dibandingkan dengan kelompoknya. Dalam perspektif komunikasi
antar kelompok, pelembagaan sigma merupakan sikap yang banyak mewarnai kehidupan
masyarakat majemuk. Meski sebagai hal yang umum, namun jika dikemas dengan aroma
kebencian dan sinisme, bisa menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling
membahayakan. Terlebih lagi, pada tahun-tahun mendatang, politik komunalisme akan
menguat sejalan dengan menghangatnya suhu politik menuju pemilihan umum 2014.

Secara empirik, berbagai konflik antar kelompok di Indonesia juga dipicu oleh
pelembagaan stigma negatif dalam nuansa "stereotip” yang melekat pada pihak-pihak
yang bertikai. Mengekspresikan stereotip negatif terhadap kelompok lain, berhubungan
erat dengan munculnya kecurigaan, kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak-
pihak yang tidak disukai dalam interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat
majemuk.

Berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antar kelompok, maka
sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada
umumnya, menerapkan polainteraksiantar kelompok yang membangun pemahaman nilai
dan makna bersama untuk meredam konflik dan tindak kekerasan. Namun persolannya,
dalam dinamika politik yang semakin menghangat di tahun 2012, nilai-nilai perbedaan
tampaknya justru akan dilembagakan untuk memburu kekuasaan ataupun memperkuat
keunggulan posisi kelompok dalam persaingan politik yang tidak menghiraukan lagi nilai
kebhinekaan masyarakat Indonesia.
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Komunikasi dan Konflik Antarkelompok
Oleh: Eko Harry Susanto
(Bisnis Indonesia, 3 September 2012)

onflik antarkelompok di Sampang Madura, semakin menambah daftar panjang
keberingasan massa yang dipicu oleh perbedaan keyakinan, dan berlindung dibalik
demokratisasi politik maupun kebebasan berekspresi pasca reformasi kenegaraan.

Perbedaan keyakinan seolah memicu berbagai konflik yang tersebar di berbagai
penjuru tanah air. Data dari berbagai lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa
konflik antarkelompok semakin mengkhawatirkan. Bahkan The Wahid Institute, selama
2011 sudah mencatat terjadi 93 kasus intoleransi beragama.

Sejumlah pihak menuduh bahwa negara tidak hadir dalam upaya mencegah terjadinya
konflik, dan pemerintah dinilai gagal melindungi rakyat dari ancaman kerusuhan.

Memang dalam pembelaannya, institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan
dan ketentraman warga, selalu mengedepankan langkah-langkah hukum dalam upaya
mendeteksi terjadinya konflik dan keberingasan massa.

Oleh sebab itu, dengan tidak menafikan tindakan maupun pendekatan legal formal
yang sudah dilakukan pemerintah, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat
yang peduli terhadap nilai-nilai kemajemukan, berusaha meminimalisir konflik melalui
strategi komunikasi antarbudaya diantara orang-orang yang berbeda nilai, sikap dan
kepercayaaan (belief).

Model komunikasi antarbudaya untuk meredam konflik, secara subtantif menurut
Samowar, Porter dan Mc.Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai bersama
yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik.

Titik tolak meminimalisasi konflik adalah menghilangkan etnosentrisme yang
menggap nilai-nilai kelompoknya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut
oleh kelompok lain.

Perwujudan etnosentrisme yang paling ekstrem dan mengkhawatirkan dalam
masyarakat majemuk, adalah menafsirkan nilai kebenaran, kejujuran, kesantunan relasi
antarmanusia, kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanya dmiliki oleh kelompoknya.

Celakanya, jika etnosentrisme dieksplorasi secara demonstratif, berpotensi memicu
konflik lingkungan masyrakat yang heterogen.

Gejala awal dari munculnya konflik ini adalah individu, kelompok maupun komunitas
yang ada di masyarakat mengembangkan sikap yang bermuara kepada ketidakpercayaan
(lack of trust) terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda.
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Oleh sebab itu, semua pihak yang ada di masyarakat, harus melakukan tindakan
untuk memperkecil sikap etnosentrisme, demi untuk mencegah konflik antarkelompok.

Pelembagaan sikap etnosentrisme yang sejalan dengan sikap komunalisme,
sektarianisme dan semangat sub-nasiona, yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial
budaya kelompok lain, akan menyulut pertentangan di wilayah yang berpenduduk multi
etnik.

Tindakan itu, semakin menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai,
jika para tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite politik maupun elite
dalam kekuasaan negara justru sengaja mengelola ketidak percayaan sebagai salah
satu basis ketahanan sosial kelompoknya, faktor lain yang harus diperhatikan adalah
selayaknya jika para tokoh masyarakat di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi
dan politik, tidak melakukan penarikan diri (withdrawl) ketika berinteraksi dan
berkomunikasi dengan kelompok yang berbeda.

Penarikan diri dalam relasi antarkelompok, mendorong munculnya komunikasi
eksklusif yang berakhir dengan pertikaian, karena tidak memberikan kesempatan kepada
komunitas lain untuk melakukan interkasi secara seimbang.

Di lingkungan masyarakat yang heterogen dari sudut entensitas, keyakinan dan
budaya interaksi harus berpijak kepada upaya mengekplorasi kesamaan karakteristik
dan mengedepankan empati kepada orang-orang yang bukan berasal dari kelompoknya.

Empati dalam perspektif komunikasi antarkelompok merupakan partisipasi
emosional dan intelektual secara imajinasi pada pengalaman orang lain, atau secara
sederhana di artikan, bagaimana menempatkan posisi diri sendiri dalam kedudukan
orang lain.

Penghambatan empati terhadap entitasyang bebeda, akan menghambat harmonisasi
dalam hidup bermasyarakat.

Kesulitan empati, biasanya terkait pula dengan stereotip, yang menggeneralisasikan
kesamaan perilaku seseorang dengan karakter kelompoknya. Sikap ini dinilai emosional
dan mengganggu pluralism yang diunggulkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wancana komunikasi antarbudaya, faktor streotip adalah sikap yang paling
banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk.

Perpecahan Masyarakat
Meski sebagai hal yang umum, jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa
menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan.

Hakikatnya, berbagai konflik antarkelompok di Indonesia juga dipicu oleh faktor
stereotip terhadap keyakinan dasar yang melekat pada pihak pihak yang bertikai.
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Mengekspresikan stereotip terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan
munculnya prasangka dalam bentuk kecurigaan, kesangsian dan ketidak percayaan
terhadap pihak-pihak yang tidak disukai

Di sisi lain, prasangka terkait oleh sikap mendiskusikan sisi negatif orang diluar
kelompoknya (antilocution) dan kecendrungan menghindar dari kelompok yang tidak
disukai (avoidance).

Sikap diskriminatif ini, berujung kepada serangan fisik (violence) dan pemusnahan
terhadap kelompok lain dengan cara satu per satu maupun massal (extermination).

Konflik horisontal antar kelompok yang berbeda keyakinan di Sampang Madura,
merupkan perwujudan dari prasangka yang berujung kepada penyerangan fisik terhadap
komunitas yang dinilai tidak sejalan dengan keyakinan dasar kelompok dominan yang
ada di wilayahnya.

Dalam skala makro, konflik antarkelompok yang berbeda keyakinan di berbagai
penjuru Tanah Air, seringkali diwarnai dengan serangan fisik yang merobek nilai-nilai
kebinekaan masyarakat.

Berpijak kepada pemahaman terhadap strategi komunikasi antarkelompok, maka
sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada
umumnya, mengaplikasikan model interaksi antar kelompok secara konsisten demi
mengembangkan kesadaran kolektif untuk mencegah konflik dan tindak kekerasan yang
cenderung meningkat.

Namun persoalanya, dalam belenggu kebebasan, justru nilai-nilai perbedaan
cenderung dipakai untuk mencari kekuasaan, ataupun memperkuat keunggulan posisi
kelompok dalam persaingan yang tidak menghiraukan lagi nilai kebinekaan.

Keberingasan Massa dan Kegagalan Komunikasi Elite
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 9 September 2012)

onflik antarkelompok yang dipicu oleh perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan,

kembali mengoyak harmonisasi kehidupan masyarakat. Sumbawa sebagai salah satu
basis pluralisme di Indonesia Timur juga terkoyak oleh pertikaian antar kelompok dalam
jerat SARA yang membahayakan integrasi nasional

Secara esensial, konflik antar kelompok yang tidak menghiraukan nilai kebersamaan
merupakan persoalan serius bangsa yang mengancam fondasi kebhinekaan. Oleh
sebab itu, untuk mencegah ataupun meminimalisir konflik, para elite dalam kekuasaan
negara, bukan hanya mengeksplorasi kecaman dengan berpijak pada aspek legal-formal,
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tetapi harus mengedepankan strategi komunikasi berbasis empati terhadap kelompok
masyarakat yang memiliki sejumlah karakter berbeda.

Namun yang menjadi persoalan, dalam menyikapi konflik antarkelompok, justru
komunikasi para elite dalam tubuh kekuasaan, jauh dari sikap mengedepankan empati
dalam kemajemukan. Justru yang dilakukan adalah menyalahkan pihak yang kalah atau
mereka yang berbeda dengan karakteristik mayoritas sebagai biang keladi konflik maupun
keberingasan massa. Ini sejalan dengan Jajak pendapat harian Kompas (10/12/20-12),
yang menunjukkan bahwa, hanya 32, 3 persen responden yang menegaskan puas terhadap
peran negara dalam menjaga kebinekaan, 60,8 menyatakan tidak puas, sedangkan 6,9
mengemukakan tidak tahu.

Padahal menurut Melvin Urofsky (2001:5), dalam menegakkan demokrasi dan
mejaga kemajemukan, melindungi hak mereka yang terpinggirkan dan minoritas, harus
tumbuh dari empati ataupun kehendak mayoritas dalam masyarakat. Penyejajaran
kedudukan adalah bagian penting dari perkembangan demokrasi universal yang
menghargai toleransi.

Semangat untuk menjadi makin inklusif dan mengulurkan tangan pada mereka yang
memiliki keyakinan dasar tidak sehaluan dengan kelompok mayoritas, bukan hanya
melindungi terhadap perlakuan semena-mena, namun harus memberikan kesempatan
untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan yang setara, sebagai warga negara
yang memiliki kesamaan hak serta tanggung jawab terhadap kemajemukan.

Empati Bukan Kekalahan

Dalam upaya membangun harmonisasi hubungan antar kelompok, mengedepankan
empati merupakan sumber kekuatan hubungan integratif di lingkungan masyarakat
majemuk (Samovar, Porter dan Jain, 2005). Mencaci, menyalahkan kelompok lain dari
sisi negatif pada ruang-ruang publik, adalah amunisi yang dapat mendorong munculnya
konflik yang menjurus kepada keberingasan massa.

Sebaliknya, dengan menggunakan komunikasi empati, yang memposisikan
seandainya mereka yang berbeda adalah “kelompok saya”, maka perbedaan nilai, sikap
dan kepercayaan justru menjadi kekuatan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan
demikian, sudah sepantasnya jika para pemilik otoritas dalam pemerintahan, menjalankan
komunikasi yang mengeksplorasi empati terhadap kelompok berbeda nilai, sikap dan
kepercayaan.

Memang tidak mudah mengedepankan empati, sebab mereka yang seharusnya
bertanggung jawab terhadap terjaganya pluralisme, malah terjerat oleh politisasi agama,
etnis dan semangat sub-nasional, yang menafsirkan empati sebagai bentuk "kekalahan”
menghadapikelompoklain. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, perilaku empati terhadap
keberagaman disejajarkan dengan tindakan membela kelompok lain yang berbahaya bagi
pelembagaan nilai-nilai individual yang bersifat sektarian.
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Mengutip pendapat Bennet (1979), bahwa empati adalah kejujuran diri sendiri
dalam komunikasi antarkelompok yang memiliki karakter tidak sama. Berempati bukan
berarti kehilangan jati diri yang mengabaikan norma yang diyakini secara individual
maupun kelompok, tetapi hanya penundaan sementara terhadap identitas diri, dari
atribut egosentris demi menghargai pihak lain.

Sejalan dengan itu, Hall (1967) juga menyatakan, individu berada dalam gelembung
busa sabun yang selalu melekat dalam komunikasi dengan pihak lain tanpa kehilangan
ruang privat yang memiliki batas jelas. Dengan kata lain, komunikasi yang empati
merupakan ekspresidarikejujuran penghargaan terhadap dirisendiriuntuk menyesuaikan
dengan tuntutan kehidupan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman perilaku
sosial ekonomi dan politik.

Menyikapi kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan, apakah para elite di tubuh
pemerintahan yang pada umumnya terkooptasi oleh belenggu kekuatan politik praktis,
bersedia mengedepankan empati ketika nafsu berkuasa dalam aroma pencitraan, dipakai
untuk menarik dukungan massa. Jawabnya tentu teramat langka elite birokrasi “yang
bermain politik” mau berempati secara jujur kepada mereka yang minoritas dan tidak
menjanjikan dukungan politik.

Kalaupun komunikasi empati mewarnai blantika retorika para elite, semata-mata
dalam bingkai formal yang tidak membumi. Jelas ini tidak sejalan dengan tindakan ideal,
yang mensyaratkan bahwa, pesan empati untuk menjaga toleransi dalam kemajemukan
harus dititikberatkan di lingkungan komunitas sendiri, bukan di ruang publik yang
heterogin.

Aksioma komunikasi menegaskan, komunikasi empati dan pesan toleransi dalam
koridor “homogenitas” jauh lebih efektif untuk diterima anggota kelompoknya, karena
ada kejujuran, kelugasan dan jauh dari dramaturgi pencitraan.

Namun yang menjadi persoalan, jerat politik “kuantifikasi” dalam kontestasi
memburu kekuasaan lokal maupun nasional, menunjukkan bahwa elite telah gagal
membangun komunikasi yang empati terhadap mereka yang berbeda dan minoritas.
Akibatnya, konflik antar kelompok dalam nuansa perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan
terus terjadi dan semakin memarginalkan fondasi keanekaragaman masyarakat dalam
kehidupan bernegara.
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Negara, Konflik dan Empat Pilar Kebangsaan
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 23 Juli 2013)

eberingasan massa di berbagi penjuru tanah air semakin mewarnai konflik yang

bernuansa perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan. Bahkan potret buram
ehidupan masyarakat majemuk itu seperti bersaing dengan upaya para elite dalam
menyuarakan penegakan empat pilar kebangsaan yang bertumpu kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhineka Tunggal Ika sebagai
pedoman masyarakat dalam negara yang beradab.

Namun di pihak lain, negara sebagai entitas yang paling bertanggung jawab terhadap
keamanan dan ketenteraman masyarakat, seperti tidak berdaya mengatasi aneka
konflik yang muncul setiap saat. Karena itu tidak mengherankan jika berbagai kalangan
menyebutkan bahwa pemerintah belum mampu melindungi masyarakat dari konflik
dalam bingkai perbedaan agama dan keyakinan dasar yang muncul di berbagai lapisan
masyarakat.

Menafikan Isu Sensitif

Walaupun secara faktual berbagai konflik, diwarnai oleh isu sensitif dalam belenggu
perbedaan karakter dalam agama dan keyakinan, tetapi kita teramat jarang mendengar
pengakuan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab di tubuh pemerintah, mengakui
bahwa pertikaian, perseteruan, penyerangan dan kerusuhan yang terjadi bermotif
perbedaan dalam keyakinan pada ranah keagamaan. Justru yang kerap terdengar adalah,
elite dalam kekuasaan negara mengkambinghitamkan emosi masyarakat semata sebagai
pemicu konflik antar kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Menafikan substansi perbedaan keyakinan daalam agama sebagai pemicu konflik,
merupakan gambaran kelemahan negara dalam membangun integrasi nasional yang
merujuk kepada penguatan empat pilar kebangsaan yang mengunggulkan Pancasila,
UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Padahal oleh Rodney A. Smola (2001),
menggarisbawahi, bahwa kekuasaan yang mengabaikan fakta di sekelilingnya dan
menutup hak masyarakat untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dalam mengelola
negara, akan menghancurkan kekuasaan pemerintah itu sendiri”.

Karena itu, sudah selayaknya jika pemerintah transparan mengakui adanya konflik
antar kelompok dalam nuanasa perbedaan agama dan keyakinan di berbagai berbagai
wilayah nusantara. Dengan transparansi, maka pemerintah bisa membangun kesadaran
masyarakat tentang perpecahan NKRI di depan mata. Bagaimanapun juga ketika para elite
dalam poros-poros kekuasaan negara mereduksi fakta konflik, dengan mengeksplorasi
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pemicu yang seringkali hanya persolan sepele, maka masyarakat juga menafikan bahaya
perbedaan agama dan keyakinan di sekelilingnya.

Namun mereduksi fakta konflik bernuansa perbedaan termasuk ketidakmampuan
mengatasinya, bukan hanya persoalan kinerja aparatur pemerintah menghadapi
keberingasan massa. Sebab ada kecenderungan, berbagai entitas dalam tubuh pemerintah,
melakukan pembiaran terselubung terhadap aneka bentrokan yang bersifat sektarian.
Sikap ini mudah ditebak, mengingat elite dalam kekuasaan, memiliki ketergantungan
terhadap kekuatan pihak-pihak yang bertikai untuk dijadikan pendukung dalam kompetisi
politik lokal maupun nasional.

Pada konteks ini, sinyalemen Sidney Jones, dalam Kuliah Umum Hak Asasi Manusia
di KontraS Jakarta, dalam satu kesempatan di Jakarta tahun 2011, menarik untuk
dicermati. Secara esensial, dikemukakan, pegiat HAM kurang agresif untuk mendekati
kalangan birokrat dan politikus dalam mewujudkan gagasan demokrasi yang mengusung
kemajemukan.

Akibatnya, elite dalam pemerintahan lebih mengakomodasikan kekuatan komunitas
berbasis nilai sektarian yang memiliki massa, dan mampu memberikan dukungan
dalam persaingan politik, dibandingkan menjalankan roda pemerintahan untuk semua
pihak tanpa diferensiasi agama dan keyakinan. Karena itu, tidak mengherankan jika
kecenderungan perilaku sektarian tumbuh signifikan di lembaga-lembaga pemerintah.
Jelas ini representasi dari kesepakatan para elite negara untuk “mematuhi” kehendak
“pemilik massa” yang mempunyai kekuatan paksa mengontrol dari luar jalannya
pemerintahan.

Tanpa Standar

Melalui komunikasi verbal dan non verbal, tentu tidak sulit mengenali berkembangnya
semangat perbedaan di institusi negara yang notabene harus bertanggung jawab
terhadap utuhnya kebhinekaan. Bahkan tidak aneh, entitas negara yang seharusnya
gencar menanamkan pentingnya empat pilar kebangsaan pada usia belia, terperangkap
juga dalam perilaku epigon membangun perbedaan sejak dini secara terselubung.

Karena itu, tanpa bermaksud mengedepankan pola penyosialisasian model
Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sudah menghilang
pada era reformasi, tetapi pembentukan karakter “pluralisme yang menjaga empat
pilar kebangsaan” di lembaga-lembaga pemerintah, dalam bingkai “demokrasi” harus
ditegakkan. Tujuannnya agar aparatur pemerintah tidak semakin jauh terperangkap
dalam penafsiran ideal terhadap nilai dan keyakinan dasar yang bersifat sepihak sesuai
dengan pemilik otoritas di institusinya.

Memang kemasan dalam membangun karakter, sikap dan perilaku birokrasi
pemerintahan sangat ideal, karena diwarnai oleh jargon, moto, kata-kata mutiara
yang menyejukkan dalam nada menghargai eksistensi kelompok yang berbeda agama,
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kepercayaan maupun keyakinan dasar. Namun terlampau sulit mengimbangi kekuatan
pesan-pesan bernada “pembeda” yang sudah mendominasi berbagai lapisan dalam tubuh
birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, tidak aneh jika konflik, pertikaian, kerusuhan dan keberingasan
massa yang terjadi di tanah air, masih saja diwarnai oleh isu perbedaan yang berpotensi
memarginalkan empat pilar kebangsaan. Sebab, hakikatnya, dalam masyarakat
paternalistik sebagaimana di Indonesia, massa sesungguhnya hanya meniru tindakan
organ-organ kekuasaan negara yang memiliki pengaruh dominan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Intoleransi dan Ambiguitas Elite
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 06 Desember 2013)

onflikdan bentrokan antar-kelompok massa dalam nuansa perbedaan agama maupun

keyakinan yang memakan korban terus terjadi di berbagai penjuru Nusantara.
Padahal, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri
sudah memberikan tanggung jawab penanganan konflik kepada pemerintah daerah.
Tetapi, peran elite politik dan kekuasaan negara di berbagai tingkatan, tetap memberikan
kontribusi melembaganya konflik dalam nuansa intoleransi yang mengancam
kebhinekaan.

Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mewanti-wanti perlunya
kerukunan hidup beragama demi kelangsungan jalannya negara dan pemerintahan.
Ketika berpidato di depan anggota DPR, Agustus lalu, Presiden SBY pun menegaskan
untuk terus menjaga toleransi beragama dan berkeyakinan demi Indonesia yang damai
dan berkeadilan.

Namun, pernyataan itu dinilai sudah tidak sesuai dengan kecenderungan para politisi
dan elite di tubuh pemerintah yang lantang membingkai konflik dalam nuansa intoleransi
secara terselubung. Pada umumnya mereka menolak bahwa munculnya konflik disertai
kekerasan akibat perbedaan agama dan kepercayaan masyarakat. Mereka condong
mencari penyebab lain, dari yang bersifat sederhana sampai kompleksitas pertikaian
global dengan mengkambinghitamkan ketidakadilan perlakuan kelompok dominan
terhadap mereka yang termarginalisasi.

Seharusnya elite politik maupun kekuasaan negara menjadi ujung tombak toleransi,
bukan memanaskan situasi dengan menghubungkan pada ketimpangan politik
internasional, dan menganggap remeh-temeh pemicu konflik di Indonesia. Wilbur
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Schramm (1976), ahli komunikasi yang mendalami interaksi antar-manusia dengan
damai, menyatakan pemerintah adalah aktor utama yang harus membangun jembatan
penghubung antar-kelompok berbeda dengan menumbuhkan rasa saling bergantung
antara satu kelompok dan kelompok lain.

Sikap 'toleransi abu-abu' seringkali muncul dari para pejabat publik di negara yang
harusnya tetap menjunjung tinggi kebhinekaan. Dalam konflik Sampang yang hingga kini
menyisakan pengungsi di negeri sendiri, misalnya. Bentrokan itu dinilai hanya persoalan
pribadi yang sama sekali tidak berhubungan dengan perbedaan keyakinan. Sementara
dalam konflik yang membawa korban harta dan nyawa di Lampung Selatan, sejumlah
elite lokal dan nasional menyatakan bahwa pertikaian berdarah itu akibat masalah sepele
di antara pemuda-pemudi setempat, yang dibesar-besarkan oleh SMS dan pemberitaan
media.

Kemudian, dalam kasus penyerangan massa di Cikeusik Banten yang dieksplorasi
dalam bingkai musibah di luar kekuasaan manusia. Sedangkan kerusuhan Temanggung
Jawa Tengah, elite di tubuh pemerintah dengan ringan menyatakan bahwa keberingasan
massa yang terjadi dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat, terhadap vonis terdakwa kasus
penistaan agama yang bersifat sangat pribadi.

Akar Konflik

Elite di tubuh pemerintahan dan politisi seharusnya tidak mengingkari akar konflik karena
perbedaan agama dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat. Mereka perlu menyadari
sebagai rujukan masyarakat pada umumnya, karena itu harus memiliki ketulusan dalam
mengedepankan aspek faktual bahwa konflik maupun bentrokan antar-kelompok
memang disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan. Karena itu, selayaknya jika
para elite mengedepankan perlunya hidup berdampingan secara damai. Di mana pun
mereka berada sudah selayaknya konsisten menyuarakan pentingnya kemajemukan
demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman.

Secara esensial, menyuarakan perlunya toleransi beragama dan keyakinan bukan
hanya dalam komunikasi di hadapan 'korban' demi menarik simpati yang berujung kepada
meningkatnya elektabilitas menghadapi Pemilu 2014. Dalam berbagai kesempatan,
khususnya di lingkungan 'kelompok sendiri' para elite politik dan pemerintah harus
menyuarakan pentingnya kebhinekaan dan toleransi.

Memang, akibat jerat politisasi birokrasi di berbagai tingkatan pemerintah, para
pejabat publik dalam upaya 'menggalang kekuatan', bisa saja dengan mudah menyalahkan
korban konflik meskipun sebelumnya menyatakan prihatin terhadap kasus intoleransi.
Karena itu, tidak mengherankan jika muncul pernyataan yang mengarah kepada
pengunggulan nilai sektarian yang mengklaim kebenaran sepihak, membangkitkan
komunalisme, melembagakan etnosentrisme dengan mengunggulkan etniknya sebagai
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yang terbaik, dan menumbuhkan semangat sub-nasional yang tidak menghiraukan
kebhinekaan bernegara.

Mencermati kondisi itu, sudah selayaknya jika pimpinan pada organ-organ kekuasaan
pemerintah, tidak mereduksi adanya pertikaian agama dan keyakinan, dengan mencari
kambing hitam konflik yang merugikan korban. Sebab, kejujuran dan transparansi
berjalan linier dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Presiden SBY yang
gencar menyuarakan perlunya toleransi dalam kehidupan beragama

Pertanyaannya, apakah Presiden SBY beserta sub-ordinat kekuasaannya mampu
membangun jembatan antar-kelompok yang semakin rapuh dengan memberi
perlindungan kepada mereka yang berbeda? Sebab, Laporan Human Right Watch Divisi
Asia pada awal Maret 2013, bertajuk Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia,
menunjukkan bahwa pemerintah gagal melindungi kelompok minoritas dari berbagai
kekerasan atas nama agama.

Tentu saja, penilaian kurang mengenakkan ini bukan gegabah, sebab elite dalam
kekuasaan negara harus membuktikan dengan membangun toleransi faktual dan bukan
sebatas menyalahkan kelambanan pemerintah daerah dalam merespon konflik dan
mengeksplorasi jargon kemajemukan sebagai pemantas demokrasi dalam kehidupan
beragama dan berkeyakinan.

Kebhinekaan Versus Legalitas Nilai Sektarian
Oleh: Eko Harry Susanto
(Kolom di Majalah Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia/ ISKI,
Nomor 01/Oktober 2011)

entingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah terlalu
Psering dieksplorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal maupun nasional.
Namun di sisi lain, kekerasan antar kelompok dan perilaku radikalisme yang menafikan
kemajemukan justru semakin sering terjadi di berbagai pelosok tanah air.

Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang perlunya
kebhinekaan dari para pemuka masyarakat, tokoh politik maupun elite dalam kekuasaan
negara, benar-benar dipakai rujukan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu,
benarkah mereka yang menyuarakan kemajemukan, konsisten menyuarakan di hadapan
publik sendiri.

Sebab, disinyalir bahwa jargon-jargon kemajemukan yang dieksplorasi, hanyalah
pemantas pidato para elite, ketika mereka berada diluar komunitas maupun kelompoknya.
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Sementara itu, teriakan lantang mendukung pluralisme, hanya muncul pada saat
perhelatan yang memang mengusung topik kebhinekaan bernegara.

Tentu saja sudah menjadi kelaziman, dalam hiruk pikuk berbicara di depan publik
harus menyesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan. Jadi, dengan kata lain, retorika
kemajemukan, dengan segala atribut penghargaan terhadap keanekaragaman, semata-
mata muncul dalam kemasan seremoni, yang mengutuk kekerasan dan radikalisme
berbasis semangat kelompok.

Komunitas Internal

Padahal, di lingkungan masyarakat yang masih mengunggulkan nilai paternalistik, justru
yang diperlukan adalah, menyuarakan pluralisme di lingkungan komunitasnya sendiri.
Dikemukakan oleh Samovar, Porter dan Mc.Daniel (2005) dalam penelaahan tentang
komunikasi antar budaya, bahwa mengeksplorasi fondasi keberagaman lebih tepat jika
dimulai dari lingkungan kelompok sendiri, atau yang memiliki kesamaan dalam keyakinan
dasar (value), kepercayaan (belief) dan pendangan terhadap alam semesta (worldview).

Tujuannya jelas, sebagai orang yang dipercaya di kelompoknya, massa ataupun
pengikut tidak akan ragu-ragu menjalankan perintah untuk memelihara pluralisme
dalam interaksi dan komunikasi antar manusia.

Secara substantif, toleransi terhadap kemajemukan harus diawali dari lingkungan
sendiri, dalam situasi yang memiliki persamaan. Karena itu, kesungguhan elite dalam
mendukung kemajemukan yang bisa dipegang sebagai acuan pengikutnya adalah, ketika
yang bersangkuatn mendifusikan kebhinekaan di tengah komunitas yang memiliki nilai,
sikap dan kepercayaan yang sehaluan dengan dirinya. Pada konteks ini, tentu saja termasuk
komunitas yang berupaya menutup diri dan sensitif terhadap kelompok berbeda.

Pelembagaan Nilai

Namun sesungguhnya, sikap inkonsisten elite dalam mendukung kemajemukan, bukan
semata-mata dipicu kebebasan politik yang mengabaikan kebhinekaan dan Pancasila
sebagai dasar negara, sebagaimana tuduhan banyak pihak, yang mengkhawatirkan
terjadinya disintegrasi bangsa.

Sebab, secara empirik, politisasinilai sektarian yang menguat sesungguhnya didukung
oleh kelompok elite di berbagai lembaga, termasuk dalam kekuasaan negara. Hegemoni
nilai komunalisme yang mengunggulkan worldview kelompok, juga menghasilkan atribut,
perilaku dan idiom Bahasa komunalisme, yang mengentalkan semangat perbedaan di
masyarakat majemuk.

Celakanya, sampai saat ini, dengan dalih demokrasi dalam bernegara, maka politik
pengabaian pluralisme yang bersifat sektarian, tetap dipelihara secara tersembunyi,
melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis kebhinekaan.
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Pelembagaan nilai sektarian dalam konteks legalitas, sudah tentu berdampak negatif
terhadap eksistensi kebhinekaan, sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab, masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa semangat perbedaan dan
komunalisme yang mengunggulkan norma kelompok, memang disahkan oleh negara, dan
memperoleh dukungan dari elite yang memiliki otoritas kuat di masyarakat.

Karena itu, tidak aneh jika gegap gempita mendukung pelestarian Pancasila yang
sarat nilai kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak berarti. Perilaku sektarian yang
diwarnai oleh tindakan kekerasan antar kelompok dan perilaku radikalisme tetap menjadi
gejala umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Gegap gempita kebebasan komunikasi yang sejalan dengan = menguatnya
keanekaragaman sosial budaya, ekonomidan politik di Indonesia tidak mudah dicapai.
Tetapi melalui proses panjang melelahkan bagi yang konsisten memperjuangkan
demokratisasi dan hak bicara. Dinamika komunikasi berjalan seiring dengan peristiwa
pembelengguan hak mengungkapkan pendapat, hak mencari informasi dari sumber
pesanyang dipercaya dan hak menggunakan informasi. Komunikasi pada level kelompok
kecil sampai massa berhadapan dengan kutub - kutub kekuasaan negara yang memiliki
kekuatan membungkam.

Dalam buku ini, dibahas tentang proses komunikasi antar kelompok etnik berbeda di
suatu kawasan yang berubah akibat industrialisasi pada era sebelum reformasi politik
tahun 1998. Pada satu sisi ada hubungan antar kelompok yang harmonis, tetapi pada sisi
lain, dominasi piramida kekuasaan negara sedemikian kuat mengendalikan komunikasi
semua entitas sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan hegemoni mengontrol lalu
lintas pesan semakin perkasa seiring dengan dukungan pemilik otoritas ekonomi dan
politik yang menguasai sedemikian banyak hakinformasirakyat.

Buku inidapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi, maupun mereka yang
tertarik pada masalah komunikasi antar budaya dalam bingkai sosial, ekonomi, dan
politik. Didalamnya terdapat pembahasan tentang komunikasi politik dalam
keanekaragaman etnik, kepemimpinan dalam perspektif komunikasi antar budaya,
upaya menjalin relasi dalam kemajemukan, strategi membangun keeratan hubungan
dalam perbedaan, dantopiklainyang berkaitan dengan kompleksitas komunikasi dalam
bingkai kemajemukan.
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